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WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR %€ TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG BELANJA RUMAH TANGGA BAGI PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

bahwa sesuai ketentan Pasal 9 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan administratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,pimpinan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah
disediakan tunjangan kesejahteraan yang salah satunya
yaitu belanja rumah tangga;

bahwa seiring dengan meningkatnya harga barang dan
peningkatan kuantitas dalam kebutuhan serta adanya
usulan peningkatan belanja rumah tangga pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau
maka perlu adanya perubahan dalam besaran Belanja
Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Lubuk Linggau;

bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2022
tentang Belanja Rumah Tangga Bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sudah
tidak sesuai dengan keadaan sekarang perlu dilakukan

perubahan;

d. bahwa



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan



Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan = Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1067);

10. Peraturan



Menetapkan

10.

11

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau
(Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2017
Nomor 7);

Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah
Kota Lubuk Linggau Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG
BELANJA RUMAH TANGGA BAGI PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 57
Tahun 2022 tentang Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau (Berita
Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 57) diubah

sebagai berikut:

8

Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 3
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah
negara dan perlengkapannya diberikan belanja rumah

tangga.
(2) Belanja



(2)

(3)

(9)

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal
rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan berdasarkan standar kebutuhan minimal
rumah tangga pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan
dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat DPRD.

Penyusunan anggaran belanja rumah tangga Pimpinan
DPRD dilaksanakan dengan mengacu pada standar
harga yang ditetapkan Pemerintah Kota.

Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD
dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas
rumah Negara dan perlengkapannya tidak diberikan

belanja rumah tangga.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

Kebutuhan Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) dibayar sejak Peraturan Wali Kota

ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, \\ Juli 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

CHMAJZ/HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau

pada tanggal, 44 juu 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

EFRIYANSA

20

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR “:.-



